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PALU - Informasi dari
kantor DPRD Sulteng, bahwa
akan dialokasikan anggaran
Rp4 miliar untuk menutupi
utang RSUD  Undata,
mengundang keprihatinan dan
tanda tanya dari salah seorang
pemerhati masalah kesehatan,
yang juga salah seorang tenaga
fungsional di RSUD Undata.

Ditemui Minggu kemarin
(26/8), drg Herry Mulyadi
MKes, mengaku bingung
kenapa bisa rumah sakit yang
merupakan rujgkan provinsi
dan rumah sakit terbesar di
Sulteng, memiliki utang
sampai miliaran rupiah.

“Saya kira, dalam proses
politiknya, anggota DPRD
Sulteng jangan hanya sekadar
mengetok palu menyetujui
anggaran untuk talangi utang
RSUD Undata, tetapi juga
harus dicari tahu akar
masalahnya, kenapa RS
Undata bisa berutang,”kata
Herry.

Herry, mengaku bahwa
dasar kebingungannya, karena
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RS Undata adalah rumah sakit
milik negara atau pemerintah
daerah. Artinya, seluruh
pegawainya adalah berstatus
PNS yang notabene gajinya
diambil dari kas negara. Selain
itu, biaya operasionalnya juga
ditanggulangi oleh pemerintah
daerah melalui APBD yang
dialokasikan setiap tahunnya.

Di sisi lain kata Herry, seluruh -

pasien yang datang berobat
juga membayar. Jika berstatus
pasien Askes, maka yang
bayarkan adalah Askes,
begitupun dengan yang
Jamsostek. Bahkan pasien
miskin pun membayar, yakni
dengan pengajuan klaimnya ke
Jamkesmas.

“Lalu kemudian berutang,
lho kok bisa. Ada apa ini?
Perlu ada evaluasi secara
menyeluruh, sebelum masalah
ini berdampak pada pelayanan.
Sebab rumah sakit, adalah
instansi yang lebih
mengedepankan fungsi
sosialnya,’katanya.

Berutangnya RS Undata,
khususnya kepada pihak
farmasi, menurut Herry, juga
bisa berdampak pada
pelayanan dan profesionalitas
para ténaga medis. Jangan
sampai kata Herry, para dokter
akan trauma untuk melakukan
tindakan medis, hanya karena
tidak adanya stog logistik
medis, sebab farmasi tidak

mau lagi mendroping obat,
lantaran pihak rumah sakit
masih memiliki utang.

“Dulu kan pernah ada
beritanya, pasien yang mau
dioperasi batal, hanya karena
tidak adanya obat saat itu,
padahal kalau yang namanya
operasi itu, adalah tindakan
emergency yang mestinya
tidak boleh ditunda. Tentu saja,
kalau terjadi apa-apa dengan
pasien, maka yang disalahkan
adalah dokternya. Padahal kita
tidak bisa melakukan operasi,
kalau  tidak  tersedia
obat,”tandasnya.

Menurutnya, perlu ada
transparansi, baik pengelolaan
maupun income rumah sakit.
Dengan adanya transparansi,
maka dapat diketahui di mana
sebenarnya akar masalahnya,
sehingga RS Undata berutang.

“Termasuk dari kalangan
dewan, harus ada proses
evaluasi secara menyeluruh,
kenapa bisa terjadi, RS Undata
memiliki utang,”demikian

Herry.(hnf)










